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RINGKASAN

Berkembangnya handphone di Indonesia memiliki dampak negative,Salah     satunya adalah menggunakan handphone  saat berkendara di jalan. Padahal dalam berkendara, konsentrasi pengemudi harus terpecah menjadi dua, yaitu memperhatikan jalan di hadapan mereka dan memperhatikan spion untuk melihat sisi belakang dari keadaan lalu lintas disekitarnya. Bagaimana jika pengemudi juga menggunakan handphone  saat berkendara? Sudah bisa dipastikan, pengemudi akan terfokus kepada handphone nya saja tanpa memperhatikan yang seharusnya diperhatikan saat berkendara. Tentu saja dengan keadaan ini akan sangat merugikan diri sendiri dan banyak pihak lain disekitarnya. Kesadaran masyarakat  di kota Semarang pun masih sangat rendah, masih banyak kita temui para pengendara motor atau mobil yang menggunakan handphone , membalas pesan, dan mengangkat telpon tanpa menepi ke pinggir jalan. Dan kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan sanksi yang tegas dari aparat berwajib. Banyak sekali alasan dari masyarakat di kota Semarang terkait dengan penggunaan handphone  saat berkendara. Terutama anak-anak muda atau para mahasiswa lebih sering terlihat menggunakan handphone  saat bersepeda motor.
Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengidentifikasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 mengenai tata tertib berlalu lintas yang berkaitan dengan penggunaan handphone  saat berkendara.
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BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari komunikasi. Manusia memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi. Dari komunikasilah manusia dapat bersosialisasi dengan manusia yang lain dalam rangka untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Dalam berkomunikasi ada beberapa macam, yaitu komunikasi secara lisan dan tulisan. Komunikasi lisan dilakukan dengan berbincang, sedang komunikasi tertulis dapat dilakukan dengan berkirim surat.
	Menurut John R. Schemerhorn cs, dalam bukunya yang berjudul managing organizational behavior, menyatakan bahwa komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka.
	Menurut James A.F. Stoner, dalam bukunya berjudul manajemen, menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. 
Saat ini alat komunikasi sudah berkembang pesat. Mulai dari yang konvensional hingga modern. Salah satu alat komunikasi yang sangat digemari adalah handphone , selain dengan harga yang bervariasi dari ratusan ribu sampai puluhan juta, dalam handphone  juga terdapat banyak fitur yang mendukung komunikasi saat ini. Pamor surat menyurat di masyarakat sudah mulai meredup dan tergantikan dengan hadirnya serangkaian fitur menarik dalam berkomunikasi menggunakan telepon seluler yang saat ini menjamur. 
Perbandingan penjualan handphone  dan kendaraan bermotor bisa dibilang hampir seimbang. Kebutuhan  antara keduanya seperti sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi dapat membawa dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat.

										2

 Sering kali kita temukan dampak negatif dari penggunaan handphone  di masyarakat, Salah satunya adalah menggunakan handphone  saat berkendara di jalan. 
Padahal dalam berkendara, konsentrasi pengemudi harus terpecah menjadi dua, yaitu memperhatikan jalan di hadapan mereka dan memperhatikan spion untuk melihat sisi belakang dari keadaan lalu lintas disekitarnya. Bagaimana jika pengemudi juga menggunakan handphone  saat berkendara? Sudah bisa dipastikan, pengemudi akan terfokus kepada handphone nya saja tanpa memperhatikan yang seharusnya diperhatikan saat berkendara. Tentu saja dengan keadaan ini akan sangat merugikan diri sendiri dan banyak pihak lain disekitarnya. 
Dengan alasan itulah pemerintah membuat aturan untuk mengikat masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Dibuatlah Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengendara wajib                        menjalankan kendaraannya dengan konsentrasi”. Dan ketentuan denda untuk pelanggaran pasal tersebut tertuang dalam Pasal 283 dengan ketentuan denda sebesar Rp 750 ribu. Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu tentang Undang-Undang ini, karena kurang adanya sosialisasi dari pihak berwajib. 
Undang-Undang No.22 tahun 2009 disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96. 
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturanya.
Butuh kerja keras dari para aparat untuk mengurangi kecelakaan akibat penyalahgunaan handphone di jalan kota Semarang. Karena pada dasarnya saat terjadi kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengendara motor yang 
										3

menggunakan handphone selalu disembunyikan dengan berbagai alasan, ini dikemukakan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono. Kebanyakan orang ketika mendapat pesan dan telpon dari kerabat, teman, atau rekan kerjanya yang bersifat penting dan mendesak sehingga memaksakan diri untuk membalas pesan atau menerima telpon itu saat berlalu lintas tanpa berhenti dan menepi ke pinggir jalan. Oleh sebab itu dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan efeknya akan menimbulkan kemacetan. 
Kesadaran masyarakat  di kota Semarang pun masih sangat rendah, masih banyak kita temui para pengendara motor atau mobil yang menggunakan handphone , membalas pesan, dan mengangkat telpon tanpa menepi ke pinggir jalan. Dan kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan sanksi yang tegas dari aparat berwajib. Banyak sekali alasan dari masyarakat di kota Semarang terkait dengan penggunaan handphone  saat berkendara. Terutama anak-anak muda atau para mahasiswa lebih sering terlihat menggunakan handphone  saat bersepeda motor.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencatat korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di provinsi ini selama tahun 2010 mencapai 771 orang dengan berbagai macam kasus. Selama lebih dari setengah tahun ini kepolisian juga telah menindak lebih dari 273 ribu pelanggaran lalu lintas yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Tengah.
									








									4

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah mengenai larangan penggunaan handphone  saat di jalan?
2) Bagaimana implementasi penindakan terhadap pelanggaran larangan penggunaan handphone  saat berkendara?

1.3. Tujuan
	Memahami dan mengidentifikasi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 mengenai tata tertib berlalu lintas yang berkaitan dengan penggunaan handphone  saat berkendara.

1.4.  Luaran yang Diharapkan

1.5.Kegunaan Program
Manfaat yang diharapkan dari terlaksanakanya program ini adalah :
a.. Bagi Pemerintah
1. Mengurangi tingkat kecelakaan, karena tingkat kecelakaan yang di sebabkan penggunaan handphone saat berkendara semakin meningkat dari tahun ke tahun
 
b. Bagi Masyarakat (sesuaikan sasaran)
1. agar masyarakat mengetahui tentang bentuk pelanggaran dan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 22 tahun 2009, sehingga masyarakat bisa mematuhi tentang larangan penggunaan handphone  saat berkendara.  

    

























										5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap pasal 283 undang-undang no 22 tahun 2012:
Dalam tinjauan pustaka ini,akan diuraikan mengenai :
1. Pengertian komunikasi
Menurut Prof. Drs. H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul Komunikasi dan hubungan masyarakat, menyatakan bahwa media publikasi dengan telepon akan lebih efektif mencapai tujuan atau sasarannya daripada surat, waktu lebih cepat, tidak takut hilang ditengah jalan, dan dapat berbicara langsung dengan pendengarnya, hingga kalau kurang jelas dapat meminta diulangi lagi. Tidak seperti radio atau surat.

2. Sanksi pelanggaran dalam berkendara
Menurut Undang-Undang No.22 tahun 2009 pasal 283 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, seperti sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan akan mendapatkan maksimal ancaman pidana kurungan selama 3 bulan dan atau maksimal ancaman denda Rp 750.000,00.
Bab XX Pasal 273 menyatakan bahwa pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas  atau melanggar pemenuhan kewajiban dapat dikenakan sanksi hukum berupa penahanan atau denda, pengemudi yang yang menimbulkan bahaya terhadap keselamatan pihak lain dalam berlalu lintas dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda dan atau pidana kurungan.
								6

Pasal 234, 235, 236, tentang pertanggung jawaban pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan bertanggungjawab atas cidera atau kematian korban dan segala kerugian material yang timbul akibat kelalaiannya.

3. Peningkatan kesadaran masyarakat
 Menurut Hidayat Tapran dalam bukunya yang berjudul “ Pengetahuan dasar berlalu lintas, Lalu lintas yang teratur, tertib, dan aman, mencerminkan keluhuran budaya bangsa yang maju dan berperilaku positif. Mari kita wujudkan tertib, aman berlalau lintas dengan memahami
								5

dan mematuhi tata cara dan aturan berlalu lintas. Mari kita tegakkan ” disiplin berlalu lintas”.

4. Penegakan hukum
Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunakanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan.

1. Penyidikan
Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:
a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.
7

2. Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang :
a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
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j. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
								9

4. Prosedur penilangan

Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

5. Kecenderungan untuk menyuap
Ada sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi/penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dengan uang yang besarnya kurang lebih sama dari denda yang akan dijatuhkan karena adanya anggapan bisa diselesaikan lebih cepat daripada mengurus tilang itu lama dan sangatlah sulit. Bila penyuapan ini terbukti maka bisa membuat polisi/ppns dan penyuap dihukum penjara karena menyuap polisi/ppns adalah sebuah perbuatan melanggar hukum. Dengan menyuap petugas maka terjadi kehilangan pendapatan pemerintah, merusak citra penegak hukum serta menjadi perilaku buruk pengguna lalu lintas dan sasaran untuk menurunkan kecelakaan tidak tercapai serta turunnya respek masyarakat terhadap petugas penegak hukum.
									10

BAB III METODE PENELITIAN
Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak perlu diadakan kajian-kajian dan penelitian serta pengamatan terhadap objek penelitian. Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang tepat dan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam memperoleh data-data baik secara kualitas maupun kuantitas.
Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif  yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Metode penelitian kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan langsung antara peneliti dengan respondendan lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi. Analisis yang digunakan metode ini adalah analisis data secara induktif yang dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontable. Selain itu analisis ini dapat memperhitungkan nilai – nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Penelitian kualitatif memberi batasan dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.
Selain itu penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasnnya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.  Pengambilan data dilakukan dengan cara interview kepada masyarakat kota Semarang. Supaya kita dapat terjun langsung dan mengamati pola pikir masyarakat kota Semarang terhadap penggunaan handphone  saat berkendara di jalan.

								11
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1. Anggran Biaya
	NO.
	JENIS PENGELUARAN
	BIAYA (Rp)

	1.
	Peralatan penunjang
	            5.000.000

	2.
	Bahan habis pakai
	               360.000

	3.
	Perjalanan
	            1.600.000

	4.
	Lain-lain
	            1.250.000

	JUMLAH
	            8.210.000



4.2. Jadwal Kegiatan
	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Persiapan
	
	√
	 √
	
	

	2.
	Survei Kondisi Sekitar Masyarakat
	√
	
	
	
	

	3.
	Pelaksanaan Program Penelitian :
	
	
	
	
	

	
	a. Di lapangan
	√
	√
	√
	
	

	
	b. Pencarian alternatif data
	
	√
	
	
	

	4.
	Evaluasi
	
	
	√
	√
	

	5.
	Penyusunan Laporan 
	
	
	
	√
	

	6.
	Laporan Akhir
	
	
	
	
	√
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Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan penunjang
	Material
	Justifikasi
Pemakaian
	Kuantitas
	Harga Satuan (Rp)
	Keterangan

	Proyektor
	Sosialisasi
	4 kali
	400.000
	1.600.000

	Sewa gedung
	Sosialisasi
	4 kali
	850.000
	3.400.000

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL 
	5.000.000



2. Bahan Habis Pakai
	Material
	Justifikasi
Pemakaian
	Kuantitas
	Harga Satuan (Rp)
	Keterangan

	Kertas
	Angket/laporan
	3 rim
	100.000
	300.000

	Alat Tulis
	Laporan
	1 paket
	50.000
	50.000

	Buku tulis
	Mencatat hasil
	1 buah
	10.000
	10.000

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL 
	360.000



3. Perjalanan 
	Material
	Justifikasi
Perjalanan
	Kuantitas
	Harga Satuan (Rp)
	Keterangan

	Gunung pati-Semarang
	Sosialisasi
	 3x3orang
	100.000
	1.600.000

	Simpang Lima
	Wawancara
	3x3 orang
	100.000
	1.500.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL 
	2.100.000




									17

4. Lain-lain
	Material
	Justifikasi
Pemakaian
	Kuantitas
	Harga Satuan (Rp)
	Keterangan

	Snack
	Untuk narasumber
	10
	25.000
	250.000

	Fresh money
	Untuknarasumber
	10
	100.000
	1.000.000

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL 
	1.250.000 
















										18

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
	No
	Nama / NIM
	Program
Studi
	Bidang Ilmu
	AlokasiWaktu
(jam/minggu)
	Uraian Tugas

	1       
	Suci Ismayanti
	Ilmu hukum
	hukum
	5 jam/minggu
	Sosialisasi

	2     
	Ridha Kana
	Ilmu hukum
	hukum
	5 jam/minggu
	Wawancara

	3
	Hagi Hutomo 
	Ilmu hukum
	hukum
	5 jam/minggu
	Wawancara








										19
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

A. Identitas Diri Ketua
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1 | Nama Lengkap Sucilsmayanti
2 | Jenis Kelamin Perempuan
3 | Program Studi IImu Hukum / Fakultas Hukum
4 | NIM 8111415020
5 | Tempat dan Tanggal Lahir Cirebon, 13 Mei 1997
6 | E-mail Ciplukbelo@yahoo.co.id
7 | Nomor Telepon/HP 081946833248
B. Riwayat Pendidikan

SD SMP SMA
Nama Institusi SDN 01 | SMPN 11 | SMA N 7 Cirebon

Cirebon Cirebon
Girang
Jurusan IPA
Tahun Masuk-Lulus | 2003-2009 2009-2012 2012-2015
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah / Judul Artikel Waktu dan
Seminar Tlmiah Tempat

1
2
3
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No. | Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
- dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Hibah

PKM-Penelitian

£

Semarang, 21 September 2015

Pengusul

ilsmayanti
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A. Identitas Diri Anggota 1

12

1 | Nama Lengkap Ridha Kana
2 | Jenis Kelamin Perempuan
3 | Program Studi IImuHukum
4 | NIM 8111415231
5 | Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 28 Oktober 1997
6 | E-mail Ridzarrien@gmail.com
7 | Nomor Telepon/HP 081807952524
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDIT An- | MtsNBantargebang | SMA Negeri 9
Nadwah Bekasi
Jurusan IPA
Tahun Masuk- | 2003-2009 2009-2012 2012-2015
Lulus
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah / Judul Artikel Waktu dan
Seminar Ilmiah Tempat
1
2
3

D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

[No.

Jenis Penghargaan

Institusi Pemberi Penghargaan

Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
j dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Penelitian

4

Semarang, 21 September 2015

Pengusul,

Ridha Kana
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A. Identitas Diri Anggota 3

1 | Nama Lengkap HagiHutomoMukti
2 | Jenis Kelamin Laki-Laki
3 | Program Studi Imu Hukum / Fakultas Hukum
4 [ NIM 8111413328
5 | Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 8 Januari 1995
6 | E-mail hagihutomo@gmail.com
7 | Nomor Telepon/HP 087832803822
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD SMP Negeri 1 | SMA  Negeri 1
PerumnasKrapyak | Semarang Semarang
02
Jurusan
Tahun Masuk- | 2001-2007 2007-2010 2010-2013
Lulus
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
No. Nama Pertemuan Ilmiah / Judul Artikel Waktu dan
Seminar Ilmiah Tempat
1 Wrokshop PKM FH UNNES 25 Oktober 2013
2013 FH UNNES
2 | Workshop penelitian 2 Oktoer 2012
FH UNNES
3
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir
No. | Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup renerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Penelitian

Semarang, 21 Sgptember 2015
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